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DASAR/SD IT ADZKIA 3 KOTA SUKABUMI

KOTA SUKABUMI T

bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat Ei}ﬂh 1
pemerintah | ey
bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan dan kelancaran administrasi
penyelenggaraan pendidikan, perlu dikeluarkan Izin pmtﬁ]ﬂﬁﬁ'fi -
pembukaan Lembaga Pendidikan Formal Sekolah Dasar Islam
Terpadu ADZKIA 3 vang berlokasi di Jalan Tata Nugraha Rt 01
Rw 06 Kampung Ciwaringin Kelurahan Jayamekar Kmmﬁ; T'T;-.:‘-,
Baros Kota Sukabumi, dengan keputusan Kepala Badan Penanaman
Meodal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi: il
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a E
dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Fe
dan Pelayanan Terpadu ' E

i T
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- '1'-;-:4?I
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa ‘é'!ﬁ
Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-[_ln:'la.ng; i’%
Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor
16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun ,‘%
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 551’};- o
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan ;
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013
qu[;}mm 78, lambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor

b, i o A

Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 lentang Penmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah. (Lembar: g
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); AT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan [

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Pl:rq.tllran Pemerintah Nomor 19 Tahun 005 Te

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesi

2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara F

E
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Lemba nﬂug'armm lik Inc No
Peraturan Pemerintah Nomor 4»1 W .
Perangkat Daerah (Lembaran Negara th:mh k
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Repub -
4741y, 3
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 te ja ﬁ
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tijun 2008
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | m
Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pepgelol:
Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republ
Tahun 2010 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran 'legara
Indonesia Momor 5105) sebagaimana telah diubah (jzngan Peraturan
Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubaha & Fm'atnrﬂt.
Pemerintah MNo. 17 Tahun 2010 tentang ngelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Re uhhk Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112 dan Nomor 5157 ),
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Z2 Ta n 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menejgah | !
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NomJr 23 tahun 2013 =
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan-Nasional Nomor
15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal [=ndidikan Dasag
di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomap 36 tahun 2014
tentang Pedoman Pendinan, Perubahan dan Penetapan Sistem
Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607},

. Keputusan Menten Pendidikan Nasional Nomor 060/UJ/2002 tentang

Pedoman Pendinan Sekolah;

Peraluran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahum 2007 tentang
Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Daeraly
Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7},

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomeor 2 Tahun 2008 Ang
Urusan Pemenntah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sum
Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;

Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2012 Tanggal 05
Desember 2012 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata
Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Eﬁﬁﬁ
Sukabumi, .

Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 06 Tahun 2013 Tanggal 10 I
2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan das
Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal danl-!n
Terpadu Kota Sukabum
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+ Memberikan Persetujuan Izin Pendirian Pembuka
Formal Sekolah Dasar Islam Terpadu ADZKIA
ADZKIA DAMIRI yang herlokasi di Jalan Tata Nugra
Kampung Ciwaringin Kelurahan Jayamekar Kecamatan |
Sukabum; ; .
- Pemegang  1zin  sebagaimana dimaksud dalam  dik
mempunyai kewajiban sebagai berikut | t
@ Mematuhi ketentuan peraturan perundang — undangan sela
tersebut beroperasi.
b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pend
Kebudayaan Kota Sukabumi dan salinannya kepada Badan
Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi, ;
¢. Melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelaje
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabur
KETIGA - Pembinaan dan pengawasan, demi kelancaran pm]-‘elﬂﬂ
akan dilakukan oleh Tim Verifikasi Studi Kelayakan:
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan catatan bahw
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini aka

diadakan perbaikan seperlunya -

KEDUA

Ditetapkan di _
17 Deseww

wepala Badan Penanaman Modal day
%1;:,1. 4

Pada tanggal

\ Pelayanan Terpadu i -'
[ R Sukabumi

w o w
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